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PERATURAN MENTER I KESEHATAN REPUBL I K INDONESIA 

N()10R : 554/Men.Kes/Per/XII/198i 
TEN TANG 

PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN 

_ ..... MENTER I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, . 

itenimbang . -·:· a. bahwa tugas profesional dokter dan dokter ~igi dalam' pe'hgabdiannya 

Mengingat 

Memperhatikan 

. . 
makin bertambah berat sesua{ dengan perkembangan ilmu kedokteran mo-
der~n. sehingga setiap dokter tlan dokter gigi perlu menghayati dan 
mengamalkan Kode Etik Kedokteran yang berlaku sebagai· salah satu un­

sur peran -serta aktif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasio-. . .. 
nal dan pembangunan kesehatan pada khususnya; 

b. bahwa .Peraturan Menteri Kesehatati R. I. No. 02/Birhukmas/I/75 tentang 
· Panitia Pertimbangan dan Pembinaah Etik Kedokteran _ sudah . tid~k mema­

dai untu~ menampung hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a di ·atas, 
oleh karena itu perlu diganti. 

1. Und~ng-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lemba­
ran Negara Tahun 1960 No. 13.l; Tambahan Lembaran Negara No. 2068); 

2. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Ne­
gara Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576); 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok dan Susunan Organis~si Departernen; 

4. Keputusan Menteri Kesehatati Republik Indo'nesia No. 125/IV/KAB/~U/1975 
tentang Susunan Organisas1 dan Tata Kerja Oepartemen Kesehatan Repub-
1 ik Indonesia .; 

5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. · No. 275/Men.Kes/SK/VII/79 tentang 
Susu~n Organisasi dan Ta"ta Kerj!3- . Kantor Wilayah Oepartemen· 'Keseha'tan 

Ji Pr.opinsi dan Kantor Depar_temen Kesehatah . Kabupaten/Kotamadya; 

1. Hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran Ke II yang diselen9-
garakan pada tanggal 1'4 sampai dengan 17 Desember 1981 di Jakarta; 

. . 
2. Hasil Musyawaran Kerja Nasional Etik Kedokterah Gi~i tanggal 11 Agus-

tus 1979 da n tangga 1 21 Hbpember 1979 di Jakarta. _. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan . . : PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PERTIMBANG-
AN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal l 

Dalam Peraturan Menteri ~esehatan ini yang dimaksud d~ngan 

1. Etik Kedokteran ...... 
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1. Etik Kedokteran ialah nonna yang berlaku bagi dokter dan dokter gigi dalam 
menjalankan profesinya sebagai tercantum dalam kode etik masing-tnasing yang 
telah ditetapkan bleh Menteri Kesehatan. 

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang 
pelayanan kesehatan. 

3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

BAB II 
PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN PUSAT 

Bagian Pertama 
Pembentukan Panitia 

Pasal 2 

Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran Pusat (selanjutnya disebut 
P3EK) terdiri atas unsur-unsur Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Dab 
Kebudayaan c.q. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedoktcran Gigi, Pengurus Besar 
Ikatan Dokter Indonesia d~n Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 

Pasal 3 

P3EK Pusat l>erked~dukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 

Pasal 4 
(1) Personalia P~E~ Pusat dibentuk dan diangkat oleh Menteri. 

(2) P3E~ Pusa~ qiangkat untuk masa jabatan l (satu) tahun dan selanjutnya dapat 
diangkat kembali. 

Pasal 5 

(1) Person~lia P3EK · Pu~~t terdiri s~kurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak 
banyakn1a 9 (semb1lan) orang dokter dan dokter gigi den,an susun~n sebega1 
berikut : 

a. Ket~a m~ran~kap anggqta; 
b. Wakil Ketµa mer~ngkap anggota; 
c. Sekretaris merangkap anggota; 
d. Anggota. 

(2) Administrasi Sekretariat P3EK Pusat diselenggarakan oleh Sub Direktorat Reha­
bilita~i Medis dan Kedokteran Sosial Oirektora~ Rumah Sakit atau Satuan r~r~a 

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 6 
Apabila ada anggota mengundurkan diri ·atau meninggal dunia, Menter1 mengangkat 
pengganiiny~ qengan memperhatik~n pasal 2. 

Bagian Kedua 
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Bagi an Kedua 
Tugas dan Hewenang 

Pasal 7 

a. Memberi pertimbangan tentang Etik Kedokteran kepada Menteri; 
b. Hembina dan mengembangkan secara aktif Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode 

Etik Kedokteran Gigi Indonesia dengan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indone­
sia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia ; 

c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan; 
d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Propinsi ; 
e. Mencrima rujukan terakhir dal am permasal ah n pelanggaran Etik Kedokteran; 

f. Mengadakan konsultasi den~an instansi pcne9ak hukum dan instansi lain yang ber­
ka itan. 

Pasal 8 
P3EK Pusat dalam persoalan Etik Kedokteran dan khususnya dalam menangani pelanqgar­
an Kode Etik masing-masin~ bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesi a atau Persatu­
an Dokter Gigi Indonesia. 

Pasal 9 

vlililyah wewemrng (teritorial) P3EK ~ Pusat adalah 

a. Se 1 uru h Mi lay ah Negara Repub_l i k Indonesia ; 

b. Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 

Pasal 10 

(1) P3EK Pusat atas nama Menteri berwenang memanggil mereka yang dirujuk dalam 
suatu persoalan Etik Kedokteran untuk diminta keterangannya . 

(2) Bi aya pemanggilan dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Belanja 
Departei-nen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kcsehatan. 

Pasal 11 

Biaya P3EK Pusot dibebankan kepada Anggaran Belanja Departernen Kesehatan c.q. Di­
rektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. 

BAB III 

PANITII\ PERTIMBANGAN DAN PEMBIN;1AN ETIK KEDOKTERAN PROPIMSI 

Bagian Pertama 
.Pembentukan Panitia 

Pasal 12 
Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran Propinsi {selanjutnya disebut 
P3EK Propinsi) terdiri atas unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi~ 
Di nas Kesehatan Pro pins i Dae rah Ti ngkat I, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran 
Gi gi (jika Jda), Ikatan Dokter Indones ia Propinsi dan Persat uan Dokter Gigi Indone-
sia Propinsi. 

Pasal 13 ....... . 
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Pasal 13 
P3EK Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi. 

Pasal 14 
{1) P3EK Propinsi dibentuk dan diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Ke­

sehatan Propinsi s~te1ah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

{2) P3EK Propinsi diangkat untuk masa j~batan 1 (satu) tahun dan selanjutnya da­
pat diangkat kembali. 

Pasal 15 
(1) P3EK Propinsi terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) ornng dan sebanyak-banyaknya 

7 (tujuh)orang '. dokter dan dokter gigi dengan susunan sebagai berikut : 

a. Ketua merangkap anggota; 
b. Wakil i<etua merangkap anggota; 
c. Sekretaris merangkap anggota; 
d. Anggota. 

{2) Administrasi Sekretariat P3EK Propinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Departe­
men Kesehatan Propinsi. 

Pasal 16 
Apabi1a ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal duniai maka Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi mengangkat penggantinya dengan memperhatikan 
pasal 12. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 17 
(1) P3EI< Propinsi bertugas dan berwenang 

a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang Etik Kedok­
teran dan Etik Kedokteran Gigi di Wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah 

• De!Jartemen Kesehatan Pro pins i; 
b. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Gigi 

daiam wilayahnya; 
c. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang 

berkaitan dalam tingkat propins·i; 
d. Memberi nasehat kepada dokter dan dokter aigi; 
e. Membina dan mengeir.bang!:an secara efekti f Kade Etik Kedokteran Indonesia dan 

Kade Etik Kedokteran Gig ~ Indonesia dalnm wilayahnya dengan bekerja sama de­
ngan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Ookter .Gigi Indonesia; 

f. Member i pertfo1bangan-pertimbar,gnn dan usul-uS"ul kepada pejabat yang berwe· 

nang 1di bidang kesehatan dalam wi layah Propinsi. 

(2) P3EK Propinsi ••.•. 
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(2) P3EK Propinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi berwenang me­
manggil mereka yang bersangkutan dal am suatu persoalan Etik Kedokteran dan Etik 
Kedokteran Gigi untuk diminta keterangannya, dengan pemberitahuan pada Kepala 
Kantor Wilayah Departcmen Kesehatan Propinsi dan Kcp~la Oinas Kesehatan Propinsi. 

Pasal 18 

Wilayah wewenang P3EK Propinsi ialah Wilayah Qaerah lingkat I Propinsi yang bersang­
kutan. 

Pasal 19 

{1) Untuk keperluan tersebut dalam pasal 17 ayat {2) P3EK Propinsi jika perlu dapat 
membentuk Panitia Ad Hoc untuk Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 

{2) P3EK Propinsi berdasarkan hasi l pemeriksaan yan~ dimaksud dalam ayat (1) dapat 
menyatakan bersalah. 

Pasal 20 
I 

P3EK Propinsi dalam persoalan Etik Kedoktetan dan khususnya dalam menangani pelang-
garan Kode Etik masing-masing, bekerja sama denrya n Ik~ tan Dokter Indonesia Propinsi 
atau Persatuan Ookter Gigi Indonesia Propinsi dan cabang-cabangnya. 

Pasal 21 

Biaya P3EK Propinsi dibebankan kepada Anggaran Belanja Oepartemen Kesehatan c.q. 
Kantor w;1ayah Departemen Kesehatan Propinsi. 

Pasal 22 

(1) P3EK Propinsi da l am hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) menqusulkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi untuk mengambil tindak­
an yang diperlukan terha.dap dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. 

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dapat mengambil tindakan 
berupa peringatan atau tindakan administrati p terhadap dokter atau dokter g i ~ i 

sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. 

{3) Kept,1tusan Kepala Kantor Hilayah yang dimaksud dalam ayat {2) disampaikan kepada 
dokter atau dokter gigi yang bersangkutan denqan ternbusan kepada Menteri Kese­
hatan. Gubernur Kepala Daerah Tingl<at I, P3EK Propinsi dan P3EK Pusat. 

(4) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran berstatus Pegawai 
Negeri Sipil yang diperbantukan kepada Daerah dan kepada yang bersangkutan akan 
diambil tindakan administratipi ma ka sebel umnya rerlu dikonsultas;kan dengan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

Pasal 23 

{1) Apabila dokter dan dokter gi gi ~ersa ng kutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 

berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang dinyatakan oleh pihak yang berwe­
nang yang bersangkutan dapat mengajukan bandinq dalam waktu 20 (duapuluh) hari 
ke P3EK Pusat. 

(2)P2rn 1a t nan ..... 
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(2) Pernyataan banding dalam ayat (1) disampaikan ke P3EK Pusat melalui P3EK Pro­
pinsi. 

(3) P3EK Propinsi meneruskan banding tersebut dalam ayat (2) dalam waktu selambat­
lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya banding. 

(4) Apabila dokter atau dokter gigi dalam waktu 20 (dua puluh) hari tidak mengaju­
kan banding, maka dokter atau dokter gigi yang bersanqkutan dianggap telah me­
nerima keputusan yang dimaksud dalam pasal 22. 

(5)Kepala .Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi belum diperkerlankan menjalankan kepu­
tusan dimaksud dalam pasal 22 apabi1a yang bersan~kutan mengajukan banding. 

Pasal 24 
(1) P3EK Pusat setelah mencrima berkas banding segera mcmeriksa dan mengambil ke­

putusan banding. 

(2) P3EK Pusat menynmpaikan keputusannya kepada Menteri untuk mengambil tindakan 
yang diperlukan terhadap dokter atau dokter giai yang bersangkutan. 

{3) Keputusan Menteri baik berupa peringatan atau tindakan administratip disampai­
kan kepada dokter atau dokter gigi dengan tembusan kepada instansi yang bersang~ 
kutan. 

BAB IV 
KETE NTUAN PENUTUP 

Pasa l 25 

(1) Pelaksanaan Peratur~n Menteri ini yang bersifnt teknis, diatut lebih lahjut 
oleh Direktur Jenderal. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomot 
.Q2/Birhukmas/I/75 tentan9 Panitia Pertimbangan -dan Pembinnan Efik Kedokterah 
dinyAtakan tidnk berlbku lagi. 

Pasa i 26 

Peratur~n Menteri ini mu1~i bdrlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar set,ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pen9undangan Pernturan Menteri 
1ni de~gan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

,. 
' .. , 

Oitetapkan di J A K A R T A 

14 Desember 1982 

SURJAMINGRAT ---·----

• · - - .Y" 


